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Hendaknyahasil
Pansus Hak Angket
KPK diumumkan
secaraterhuka
kepadapublik.
Tujuannyaagar
publilememahami
kondisisenyatanya
didalamKPK
melaksanalkan tu-
gasdanwewenang
penyelidikan,
penyidikan, dan
penuntutan.

rtikel Saudara Mahfud
AMD (KORAN SINDO,

secara benar, alasan tersebut
mengada-ada, Karena Pasal 3

29/7)membuktikandan ~ UUKPK2002menegaskanbah-
memperkuat bahwaketerang-  wa independensi KPK hanya
anYulianisdidalamsidangPan-  dalammelaksanal

sus Hak Angket benar adanya.
Keyakinan ini dikuatkan hasil
penelusuran Mahfud MD di
KPK dan telah diakui KPK ke-
benaran keterangan Yulianis.
Jika tidak ada sidang Pansus
Hak Angket yang antara lain
saya dukung, mungkin cerita-
nyamenjadilain dan berbeda.
Yang pasti bantahan-bantahan
dari KPK dan “die harder KPK"
semakinkerasdanmenjadi-jadi
menghujat Yulianis.
Sayapercayadanyakinterle-
pas dari pro dan kontra Pansus
Hak Angket bahwa keberadaan
Pansus Hak Angket yangmemi-
liki fungsi penyelidikan ber-
dasarkan UUMD3 sudah benar
dan memiliki momentum yang
tepat setelah KPK berkiprah
selama kurang lebih 15 tahun
lamanya. Sayamenjadiyakinse-
telah membacaartikel Saudara
Mahfud MD bahwa fakta diba-
likkinerja KPK yang dianggap
“berani jujur itu hebat” akan
semakin terbuka kepada ma-
syarakat Indonesia dan me-
mang seharusnya dibuka kepa-
dapublik.
Keharusanitusesuaidengan
tangguhg jawab KPK seba-
gaimana dicantumkan dalam
Pasal S hurufb, ¢, dandjo Pasal
20 UU RI No 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantas-
an Korupsi, yaitu asas keter-
bukaan (Pasal 5 huruf b), asas
akuntabilitas (Pasal 5 huruf ¢),
dan asas kepentingan umum
(Pasal 5 huruf ). Lalu dikuat-
kan dengan pertanggungja-
waban KPK kepada publik (Pa-
sal 20) yang merupakan bebe-
rapa landasan berpijak dan
tanggungjawabpimpinanKPK.
Halinitidak dapatdinafikan
hanya dengan alasan indepen-
densi.Jikadibacadan dipahami

tugasdan

“kekuatan tangan besi” dibalik
"bajubesi KPK" yang dikuatkan
dengan UU KPK 2002. Saya do-
rong terus agar Pansus Hak

+ Angket menggali sedalam-da-

gnya—yang bersifat
pro-justisia—sesuai dengan Pa-
sal 6 hurufasde. Untuk tugas
KPK dalam bidang pengelolaan
kantor KPK dan pengelolaan
keuangan, mereka tidak imun
baik terhadap pemeriksaan
maupun pengawasan.

Atas dasar hal terse-
but, tugas Pansus Hak
Angket seharusnya tidak
fokus pada tugas danwe-
wenang KPKyangbersifat
pro-justisia. Namun sesuai
dengan UU MD 3, wewenang
diberikan kepada anggota
DPR Rl untuk melakukan pe-
meriksaan, antara lain ter-
hadap pelaksanaan suatu UU
(semisal UU Tipikor dan UU
KPK), termasuklembagaKPK.
Maka Pansus Hak Angket KPK
juga dapat melakukan peme-
riksaan terhadap bukti-bukti
dugaan kriminalisasi dan re-
kayasa oleh pegawai penyi-
dik KPK dalam melaksa-
nakan tugas dan wewenang
pro-justisia KPK berdasar-
kan UUKPK2002.

Dugaan tersebut merupa-
kan bukti awal atau petunjuk
untukdimulainyapemeriksa-
anatas sejumlah saksi i ba-
wah sumpah termasuk juga
memintaketerangan dari para
ahli. Dalam konteks ini, RDPU
memang tidak tepat karena
sifat RDPU hanya meminta
informasi semata-mata bukan
dalam konteks penyelidikan
atas dugaan pelanggaran
hukum,
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Setelah Pansus Hak Angket
bekerja hampir mendekati
masa kerja 60 hari—terlepas
dari cara kerjanya—saya se-
‘makin yakin bahwa di KPK ada

kta-faktaterkait KPK.
Penggalian itu selain untuk
mengetahui ketidakbenaran
dan ketidakjujuran KPK, juga
mengenai keberhasilan KPK di

dari Yulianis

Hendaknya hasil Pansus

tersebar luas di media sosial

. 3
masi

Hak Angket KPK di I
secara terbuka kepada publik.
Tujuannya agar publik mema-
hami kondisi senyatanya di da-
lam KPK melaksanakan tugas
i penyelidil

(medsos)merup
yang menguatkan pendapat
saya sejak lama bahwa UU KPK
perludirevist. Revisiinipenting
sehingga celah-celah hukum
acarapemeriksdandapatsegera

penyidikan, dan penuntutan.
Keterangan Saudara Miko dan

dalam menjalankan peraturan
perundang-undangan sehing-
ga diperoleh kesimpulan yang
objektif dan jauh dari syahwat
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Muchtar Effendi serta narapi-
dana di Rutan Pondok Bainbu
dan di LP Sukamiskin harus di-

hendak membubarkan KPK.
Tentunyajika ditemukan bukti
awalyangcukupuntukmelaku-
kan penyelidikan pro-justisia,
tidak tertutup kemungkinan
dilakukan penyidikan terha-
dap oknum penyidik atau pim-
pinan KPK yang telah melang-
gar ketentuan perundang-un-
dangan pidana, termasuk UU
KPKitusendiri.

tindaklanjuti dengan pemerik-
saancross-checkkepadaterlapor
bl Teh ek

ditutup dan pengawasansecara
ketat dengan sistem check and
balancessegeradapatdilaksana-
kan tethadap pimpinan dan
pegawaiKPK.

Perlu juga pemben-
tukan dewan pengawas
didalam struktur organi-
sasi KPK yang berwenang

mengikuti proses pena-
nganan perkara tipikor
sejak penyelidikan sampai
penuntutan guna mem-
bantu memperkuat pim-
pinan KPK di dalam me-
nemukan kebenaran mate-
riil dari suatu perkara. Kon-
sekuensilogisdariusulanter-
sebut, penasihat KPK di-
tiadakan,
Usulansayaberikutinida-
lamrevisi UUKPK, agar KPK
fokus pada fungsi penindak-
an saja, maka fungsi koor-
dinasidansupervisi dihapus-
kan dan fungsi pencegahan
(monitoring dan-evaluasi) di-
limpahkan kepada Ombuds-
man RL Usulan tersebut
mengubah ketentuan Pasal 6
UUKPK 2002 sehingga KPK
hanya fokus pada strategi
penindakan saja, tetapike-
wenangan pro-justisia tetap
tidakadaperubahan.
Berdasarkan hasil peneliti-
an dan pengkajian Lembaga
Pengkajian Independen Kebi-
jakan Publik(LPIKP)—yang te-
lahdit dalambuku Sisi

P
materiil dari dugaan-dugaan
miringtersebut.
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Sekalipun kesimpulan hasil
Pansus Hak Angket KPK belum
final, fakta-fakta temuan Pan-
sus Hak Angket KPK yang telah

Lain Akuntabilitas KPK dan
Lembaga Pegiat Antikorupsi
(Gramedia 2016)—, terbukti
kinerja tiga lembaga penegak
hukum (KPK, kepolisian, dan
kejaksaan) selama 5 tahun
(2009-2014) telahberhasil me-
ngembalikankerugiankeuang-

an negara lebih dari 5 triliun
rupiah. Adapun total dana
APBN untuk ketiga lembaga
tersebut per tahun mencapai
kurang lebih Rp50 triliun ru-
piah. Fakta tersebut belum
diperhitungkan dengan biaya
makan narapidana/tahanan
per hari yang mencapai
Rp15.000 (lima belas ribu)
rupiah per orang dengan jum-
lah rata-rata narapidana/ta-
hananpertahun190.0000rang
sehingga dapat dihitungjum-
lah pengeluaran dana APBN
untuk penegakan hukum dari
hulukehilir.

Berdasarkan fakta tersebut,
saya sepakat dan setujudengan
rencana Mabes Polri untuk
membentuk Densus Antiko-
rupsi. Saya juga menyarankan
agarSatgas Tipikor dikejaksaan
diperkuat, Harapannya ketiga
lembaga tersebut dapat meng-
hasilkan pengembalian kerugi-
ankeuangan negara yang signi-
fikankepadakasnegara. Untuk
tujuan tersebut disarankan
agarkedudukanhukum Derisus
Antikorupsi di kepolisian dan
kejaksaan diperkuat dengan di-
beri tugas dan wewenang yang
sama dengan KPK dan anggar-
anyang sama, termasuk biaya
operasional yang sama dengan
polaanggarandiKPK.

Sayayakin dengan perubah-
an UU KPK dan perubahan pe-
nguatan UU Kepolisian dan Ke-
jaksaan, politik hukum pembe-
rantasan korupsi di Indonesia
semakin berhasil mehingkat
baik ddi aspek penjeraan mau-
pun aspek keuangan negara.
Syarat utama dalam rangka
pembentukan Densus Antiko-
rupsi tersebut, anggota Kom-
polnas dan anggota Komjak
wajib ikut serta dalam setiap
gelar perkara tindak pidana
korupsi sebagai wujud prinsip
checks and balances untuk me-
nemukan kebenaran materil
suatuperkara, &
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